
BUPATI TAPIII
PROVINSI I$LIMANTAIY SELITTAIT

PERATURAN BI'PATI TAPIN
NOMOR 17 TAIIUN 2015

TENTANG

PERUBAIIAN KEDUA ATAS PERATI'RAI{ BT'PATI TAPIN
NOMOR 27 TAttVN 2014

TENTANG
PENJABARAN AN(rcARAIT PENDAPATAIT DAIT BELANJA DATRAII

TAHT'N ANGGARAN 2015

DENGAIT RAIIMAT TI'HAN YAIYG MAIIA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterimanya
Dana Alokasi Khusus Tambahan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2OL5, yang
merupakan bagian dari Anggaral Transfer ke
Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OL5,
maka dalam rangka untuk kelancaran
pelaksanaan prograrn dan kegiatan di
Kabupaten Tapin yang dibiayai dari Anggaran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa dimaksud,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Talrun Anggaran 2OlS,
yang mendahului penetapan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL5;

b. bahwa Penetapan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, telah sesuai dengan
ketentuan angka V. Hal-Hal Khusus Lainnya
pada point 11 dalam Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2074
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O15;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatanr dan Belarrja Daerah
Tahun Anggaran 2OL5;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daeralr Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daeratr Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2861:'

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
a4o0);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa2\;

Mengingat : 1.

2.
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4.

5.

6.

2



7.

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah
Rrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
L26, Tambahan Lembaran Negara Republik
krdonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang
Pajak Daeratr dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tatn:n 20lL tentang
Pembentukan Perahrran Penrndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlL Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Penrbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah
(Gmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 27 Tahtan 2OL4 tentang
Anggaran Pendapatanr dan Belanja Negara
Tatrun Anggaran 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 259,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telatr
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pembatran Atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Anggaran Pendapatal dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44,
Tarrrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5669);

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

9.

10.

11.

t2.
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta}lun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44L61, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
2l Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7 L2l;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502l,,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintatr Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peratr.rran Pemerintatr Nomor
23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan l.ayanan Umum (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor L7t,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aO);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137,
Tambahan Lembarart Negara Republik
Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOS Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana
telatr diubatr dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Perubatran atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor 1lO, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

74.

15.
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahr.ln 2OOs
tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor l5O,
Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kineda
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor a67al;

Negara Republik

21. Peraturan Pemerintatr Nomor 38 Tatrun 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antana Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintatran Daerah

22.

Kabupaten/Kota G,embaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO7 Nomor 82, Talrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tatrun 2OO7
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOT Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a738);

Peratrrran Pemerintah Nomor 77 Tahun 2O7O
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintatr Nomor 30 Tatrun 2OlL
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 59,
Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52191;

18.

19.

20.

23.
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25.

26.

29.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272l,;

Peraturan Pemerintatr Nomor 27 Tahun 2OL4
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4
tentang Perattrran Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor t2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2075
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2Ol5;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2077
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 310);

28.

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L7
Tahun 2OOT tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Mitik Daerah;

31. Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 32
Tahun 2OLl tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Banttran Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2Ol2 tentang Pembahan atas Peratrrran
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerale (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5a0);
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32. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor I
Tahun 2Ol4 tentang pembentukan produk
Hukr-rm Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlL Nomor S2);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gT
Tahun 2OL4 tentang Pedoman pen5rusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeralr
Tahun Anggaran 2075 (Berita Negara Republik
Indonesia Tatrun 2074 Nomor 680);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2OO8 tentang Urtrsan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daeratr
Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 04);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OOB tentang Pembenttrkan Orga:risasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2OO8 Nomor OS), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2Ol4 Nomor 01);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor Ol
Tahun 2OL2 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor Ol);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (I-embaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 12);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tatrun 2Ol3 Nomor O2);
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39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O3
Tahun 2OL3 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Talrun 2Ol3 Nomor O3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Talrun
2OL4 Nomor O5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2074 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol5;

Peraturan Bupati Tapin Nomor O2 Tahun 2074
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2014 Nomor 02);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2Ol4
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol5 (Berita Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2OL4 Nomor O5);

4L.

40.

42.

43.

44. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2OI4
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Tahun 2014 Nomor 27),
sebagaimana telah diubah dengan Peratrrran
Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor
27 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten
Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TETTANG PTRITBAIIAN
KTDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 27 TAHVN 2014 TENTANG PEITJABARAN
AI{GGARAN PENDAPATAI'I DAl{ BTI.AI{JA
DAERATI TAHUN AN(X}ARAIT 2015.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahttn
2ol4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2Ol4 Nomor
271, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin
Nomor 11 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tapin Nomor 27 Tahun 2074 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol5 (Berita
Daerah Kabupaten Tatrun 2015 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Semula
b. Bertambah

Jumlah pendapatan
setel,ah perubahan

2. Belanja :

a. Semula
b. Bertambah

Jur-Iah belada .

setelah penrbahan
Surplus/Deftsit

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 1.063.571 .747.825,OO

Rp. 95.739.900.000.00

Rp. 1. 159.3 1 1.647.825,OO

Rp. 1.273.660. 105.64 l,OO

Rp. 95.739.900.oO0.O0

Rp. 1.369.4q).OO5.641 r(X)

(Rp. 210.088.357.816,(X)l

Rp. 228.681.156.618,O0
Rp. 18.592.798.802.00

Jumlah pemblayaan netto Rp. 21O.O88.357.816'(X)

Sisa L€blh Pembia5zaan Rp. O,OO
Anggaraa Setelah Perubahaa

2. Ketentuan dalam Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diubah,
sehingga Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam I"ampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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3. Ketentuan dalam Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tatrun Anggaran 2O1S pada Dinas
Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah, sehingga
Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kes,ehatan, Dinas
Pekedaan Umum, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah berbunyi menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Dinas
Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sedangkan yang
lainnya tidak mengalami perubahan.

Pas,al II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada t44ggal 30 Juni 2ots

+

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 3O Juni 2015

I(ABUPATEN TAPIil,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OL5 NOMOR 18

lo


